BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pandangan Jhon Locke tentang negara sebagai pelindung hak milik pribadi pada
dasarnya bertolak dari keadaan alamiah manusia, termasuk didalamnya hak-hak kodrati dan
hukum alam hingga keadaan perang dan pembentukan negara dengan sistem pemerintahan
sipilnya. Bagi pemikiran Jhon Locke, pada mulanya negara tidak ada sama sekali. Yang
mendahului dari semuanya adalah keadaan alamiah manusia. Keadaan alamiah manusia yang
dimaksudkan adalah keadaan kebebasan, tetapi bukan sebebas-bebasnya di mana orang

berbuat sesuatu demi kehendaknya sendiri.

Dalam pandangan Jhon Locke. Keadaan alamiah tidak seperti yang dipikirkan oleh
Hobbes sebagai suatu keadaan perang antar sesama, tetapi sebuah masyarakat itu di atur
sesuai dengan hukum kodrat yang ada. Dalam keadaan alamiah, setiap individu memiliki hak-
hak alamiah atau kodrati. Hak-hak itu tidak dapat dicabut karena setiap orang sudah memiliki
hak-hak itu sejak mereka dilahirkan. Hak-hak itu adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dan

hak milik. Hak-hak ini digambarkan sebagai hak milik pribadi.

Keadaan alamiah itu pada akhirnya mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena lama-
kelamaan terjadi jurang perbedaan kepentingan yang semakin besar serta perebutan akan
harta milik yang semakin besar antar manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadi
banyak pelanggaran yang besar dalam hukum kodrat, seperti pencurian dan lain-lain.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut membuat mereka yang mempunyai hak milik menjadi
cemas. Rasa takut inilah yang kemudian mendorong individu-individu untuk
menyelenggarakan perjanjian dengan masyarakat atau kontrak sosial untuk membentuk

negara.
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Negara diciptakan karena suatu perjanjian antar pemerintah dan rakyat. Tujuannya ialah
untuk melindungi hak milik, hidup,kebebasan warganya. Dalam perjanjian tersebut orang-
orang menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya, tetapi hak-hak yang berupa hak asasitidak
mereka lepaskan. Penguasa yang dipercayakan diberi wewenang untuk menjaga dan
menjamin terlaksananya hak milik pribadi itu. Jadi, dalam menjalankan tugas tersebut
tugasnya sorang penguasa adalah tidak boleh merusak hak-hak yang dimiliki oleh setiap
individu. Oleh karana itu dalam pandangan Jhon Locke, negara didirikan adalah untuk

melindungi hak milik pribadi.

Demi terjaminnya hak milik pribadi seseorang, kekuasaan negara ituharus dipisahkan
kedalam tiga kekuasaan yakni: legislatif ( kekuasaan pembuat undang-undang), eksekutif
(kekuasaan untuk menjalankan undang-undang),dan federatif(kekuasaan untuk mengambil
keputusan mengadakan perdamaian, juga mengadakan kontrak dengan negara lain. Dengan

adanya kekuasaan tersebut terjadinya suatu kontrol dalam kekuasaan suatu negara.

Apabila tindakan pemerintah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan
pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh individu tersebut, maka rakyat tidak lagi
taat pada penguasa melainkan melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap penguasa
atau Raja. Dengan demikian. Jelaslah, negara didirikan untuk melindungi hak milik pribadi

seseorang dalan warganya.

5.2 Kontribusi Jhon Locke
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Pertama, sumbangan Locke yang sangat berarti dalam pemerintahan adalah mengenai teori
pemerintahan dan masyarakat sipil. Dalam teori pemerintahan tersebut, Locke membuka arah
pemikiran politik baru yakni pentingnya melindungi hak milk pribadi, kedaulatan rakyat,

pemerintahan oleh mayoritas dan pembagian kekuasaan.

Kedua, dalam teori pemerintahannya, Locke menekankan bahwa negara itu berasal dari dan
untuk rakyat. Jadi negara harus melindungi hak milik rakyatnya. Di sini, Locke telah
membuka wawasan baru mengenai adanya jaminan dan perlindungan akan hak milik oleh
negara. Pandangan Locke ini berpengaruh sangat besar dalam kehidupan moderen saat ini,
yakni melahirkan berbagai peraturan mengenai melindungi hak milik pribadi di berbagai

negara.

Ketiga, pandangan Locke mengenai konstitusi dalam sitem pemerintahan sangat berpengaruh
dalam sistem pemerintahan moderen. Dengan konstitusi ini dapat mengatur serta mengikat
rakyat dan pemerintah. Dengan demikian pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang
karena apa yang dilakukannya harus berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang sudah

ditetapkan.

Keempat, pandangan Locke mengenai sistem pembagian kekuasaan, memberikan penggaruh
bagi perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara pada umumnya. Pembagian
kekuasaan yang dimaksudkan oleh Locke ( eksekutif, legislatif, dan federatif ), pada akhirnya
disempurnakan oleh Montesqueiu dengan Trias Politicanya, yang merupakan pegangan bagi

negara-negara moderen.

Kelima, pandanagan Locke mengenai pemisahan hubungan antara negara dengan agama

sangat berpengaruh perkembangan toleransi beragama di berbagai negara.

5.3 Evaluasi Atas Pandangan Jhon Locke

54



Pertama, Pandangan Locke mengenai negara terlalu dikonsepsikan demikepentingan kaum
berjuis dan pemilik modal, karena terlalu menekankan hak milik pribadi yang notabene demi

kepentingan kaum berjuis atau pemilik modal.

Kedua, Locke melihat pengaruh buruk dari ketidaksamaan kekayaan dan bisa menghasilkan
“keadaan perang” namun, Locke tidak berusaha menekan atau memperkecil pengaruh

tersebut, malah melindungi mereka yang paling terancam karena paling kaya.

Ketiga, Jhon Locke tidak menghitungkan atau menekankan bahwa negarapun dapat bertugas
melindungi pihak yang lemah dari pemusatan kekayaan sekelompok individu, untuk

megimbangi ketidak merataan dan untuk menciptakan keadilan sosial.

Keempat, Pembagiaan kekuasaan oleh Locke tidak dilakukan secara merata. Legislatif
dipegang oleh kaum berjuis, kelompok kaya dan bangsawan dalam parlemen; sedangkan
eksekutif dan federatif dipegang oleh raja, para menteri, dan dalam lembaga pemerintahan,
sedangkan rakyat biasa tidak mendapat tempat. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keadilan
secara merata, karena kaum berjuis atau orang-orang kaya itu akan membuat undang- undang
atau peraturan yang lebih membela kepentingan mereka sendiri, agar kebebasanya untuk

berbisnis dan mengakumulasikan kekayaan dijamin oleh negara.

Kelima, Locke juga menekankan bahwa orang yang tidak mempunyai milik apa-apa, si
miskin, tidak dapat bersuara dalam masyarakat politik itu. Dengan demikian penilaian akhir
tentang kepentingan umum tadi ialah rakyat, yaitu pemilik, dan bukannya rakyat seluruhnya.

Keenam, pandangan Jhon Locke tentang hak milik pribadi dan pembatasan adalah kekuasaan
negara. Untuk itulah negara didirikan. Dengan demikian, pandangan Locke bersifat kapitalis,

di mana menekankan hal ekonomi.
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Ketujuh, Locke terlalu menekankan mayoritas, sedangkan yang minoritas tidak terlalu di
indahkannya. Hal ini berakibatpada penindasan oleh mereka yang mayoritas kepada yang

minoritas.
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